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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling 

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan 

penyelenggaraan otonomi daerah. Pada tahun 2001, tanggung jawab terhadap 

sektor pembangunan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota, dan 

disertai dengan peningkatan alokasi pendanaan dari APBN kepada pemerintah 

propinsi dan kabupaten. Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi 

daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak 

seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat 

berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan 

global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah 

pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro 

(luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. 

Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses 

pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah 

daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai 

masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Kemudian tujuan otonomi 

daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada intinya 

hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan 

pembangunan & hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menggalakkan prakarsa & peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, & 

bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan & kesatuan bangsa, 



mengurangi beban pemerintah pusat & campur tangan di daerah yang akan 

memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah 

adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada 

pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa pendapatan 

asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dituntut berperan 

penting, strategis dan utama dalam mengimplementasikan program 

pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Program 

pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial 

kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan 

bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah 

daerah secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain 

itu, kebijaksanaan program dan penganggaran yang berorientasi pertumbuhan 

ekonomi akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien atau memenuhi 

prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntanbilitas dan 

keadilan dalam pelayanan publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan masyarakat.  

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah 

adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada 

pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa pendapatan 

asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah dalam mengelola 

keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan 

keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-

masing daerah.  



Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah 

daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah 

tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 

jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan 

jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen 

perencanaan tahunan SKPD.  

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 

sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 

Pemerintah Kota Tegal berkewajiban menyusun Renstra SKPD Tahun 2014-

2019. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang diperjelas dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara 

teknis, tahapan dan proses penyusunan Renstra SKPD diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

 

Pengertian dan fungsi Renstra SKPD:  

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 

5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang 

dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal selama periode 

lima tahunan dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Renstra Dinas Pendapatan 



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal berfungsi untuk 

mengarahkan pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Tegal.  

 

Proses penyusunan Renstra SKPD: 

Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal dilakukan dengan tahapan meliputi: (1) Persiapan 

penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman 

pada rancangan awal RPJMD Pemerintah Kota Tegal tahun 2014-2019; (3) 

Verifikasi Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan 

Rancangan akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan 

Daerah RPJMD; dan  (5) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD.  

 

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renja SKPD: 

Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Tegal tahun 2014-2019 selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 

sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat.  

 

B. Landasan Hukum 

Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 disusun berlandaskan pada: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 



Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional  Tahun 2010-2014 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan di Daerah 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2005-2025 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. 

16. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 



tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) 

Provinsi Jawa Tengah Tahun  2013-2018 

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal. 

18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal.  

19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang SOTK SKPD.  

20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025.  

21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031. 

22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor ….. Tentang RPJMD Kota Tegal tahun 

2014-2019.  

23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas 

SKPD.  

 

C. Maksud dan Tujuan 

- Maksud  

Maksud penyusunan Renstra 2014-2019 Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah memberi arah dan pedoman 

dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal selama 

kurun waktu lima tahun. 

- Tujuan 

Tujuan penyusunan Renstra 2014-2019 Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah: 

1. Mengarahkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Tahun 

2014-2019; 

2. Memberikan tolok ukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan 

yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar 



evaluasi kinerja pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal; 

3. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dalam 

kurun waktu lima waktu. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 adalah 

sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

D. Sistematika Penulisan 

 

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD DPPKAD 

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKAD 

B. Sumber Daya SKPD DPPKAD 

C. Kinerja Pelayanan SKPD DPPKAD 

D.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

DPPKAD 

 

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih  

C. Telaahan Renstra SKPD 

D. Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

 

 



IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

A. Visi dan Misi SKPD 

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

C. Strategi dan Kebijakan  

 

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  

 

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD 

 

VII. PENUTUP 

 



BAB II 

 
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Peraturan Daerah tersebut 

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan  Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal 

yang menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal mempunyai fungsi : 

1.  Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 

aset daerah; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

4. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian operasional 

pendapatan, pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah; 

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Tegal dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal sebagai berikut : 

1.  Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal. Kepala 

DPPKAD Kota Tegal membawahkan : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan; 

c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan; 

d. Bidang Anggaran; 

e. Bidang Perbendaharaan; 

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

 

SUB BAG UMUM & 

KEPEGAWAIAN 

 

SUB BAG KEUANGAN 

 

SUB BAG PERENCANAAN & 

EVALUASI 

 

 
BIDANG  

ASET 

 
BIDANG  

AKUNTANSI & 
PELAPORAN 

 
BIDANG 

PERBENDAHARAAN 

 
BID.  

ANGGARAN 

BID. PENDATAAN, 

PENETAPAN & 

PENAGIHAN  

BID. PERENCANAAN & 

PENGENDALIAN 

OPERASIONAL 

PENDAPATAN 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SIE. 
PERENCANAAN 
& PEMBINAAN 

TEKNIS 
PUNGUTAN 

 
SIE. PENGGALIAN 
& PENINGKATAN  

PENDAPATAN 

SIE.  
PENDATAAN 

SIE. 
PENETAPAN 

SIE. 
PENYIAPAN 
ANGGARAN 

SIE. BELANJA 

DAERAH 

SIE.  
 PENDAPATAN 

& PEMBIAYAAN 

SIE. 
PENGELOLAAN 

GAJI 

SIE. 
PENGELOLAAN  

NON  GAJI 

SIE. KAS 

DAERAH 

SIE. 

AKUNTANSI  

SIE. ANALISIS 

& EVALUASI 

SIE. 

PELAPORAN 

SIE. ANALISIS 

KEBUTUHAN & 

PENDAYAGUNAAN 

ASET 

SIE. 

INVENTARISASI 

& PENILAIAN 

ASET SIE. 
PENAGIHAN 

 
KA.  

UPTD PBB 



g. Bidang Aset; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknsi, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.  

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis,  pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsi. 

Sekretariat membawahkan : 

a. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; 

Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan, meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di lingkungan Dinas. 

b. Sub. Bagian Keuangan ; 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaran tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan 

pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 

verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 

 



c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaran tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi 

: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan 

tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di 

lingkungan Dinas. 

 

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai  

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis pungutan, 

penggalian dan peningkatan pendapatan. 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang perencanaan dan pembinaan teknis pungutan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang penggalian dan peningkatan pendapatan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan 

membawahkan: 

a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan  

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis pungutan, 

meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan dan 

pembinaan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis 

pungutan. 

b. Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan. 

Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanan di bidang penggalian dan peningkatan pendapatan, meliputi 

penetapan kebijakan dan pelaksanaan penggalian dan peningkatan 



pendapatan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggalian dan 

peningkatan pendapatan. 

 

4. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan 

Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan  

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di  bidang 

pendataan, penetapan dan penagihan. 

Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang pendataan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang penetapan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang penagihan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan membawahkan : 

a. Seksi Pendataan  

Seksi pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan, 

meliputi penetapatan kebijakan dan pelaksanaan pendataan. 

b. Seksi Penetapan  

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penetapan, 

meliputi penetapan kebijakan dan pelaksanaan penetapan. 

c. Seksi Penagihan 

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, meliputi 

penetapan kebijakan dan pelaksanaan penagihan. 

 

5. Bidang Anggaran 

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyiapan anggaran 

daerah, belanja daerah, pendapatan dan pembiayaan daerah. 

 Bidang anggaran mempunyai fungsi : 



a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang penyiapan anggaran daerah; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang belanja daerah; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pendapatan dan pembiayaan daerah; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bidang anggaran membawahkan : 

a. Seksi Penyiapan Anggaran Daerah  

Seksi penyiapan anggaran daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

penyiapan anggaran daerah, meliputi perumusan, penyusunan dan 

pengelolaan kebijakan teknis penyiapan anggaran daerah. 

b. Seksi Belanja Daerah  

Seksi belanja daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang belanja 

daerah, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis 

belanja daerah. 

c. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah 

Seksi pendapatan dan pembiayaan daerah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang pendapatan dan pembiayaan daerah, meliputi perumusan, 

penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis pendapatan dan pembiayaan 

daerah. 

 

6. Bidang Perbendaharaan 

Bidang perbendaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan gaji, 

pengelolaan non gaji dan kas daerah. 

 Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang pengelolaan gaji; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang pengelolaan non gaji; 



c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang kas daerah; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bidang perbendaharaan membawahkan : 

a. Seksi Pengelolaan Gaji 

Seksi pengelolaan gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pengelolaan gaji, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan 

kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji.  

b. Seksi Pengelolaan Non Gaji  

Seksi pengelolaan gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pengelolaan non gaji, meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan 

kebijakan teknis di bidang pengelolaan non gaji.  

c. Seksi Kas Daerah. 

Seksi kas daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kas daerah, 

meliputi perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di 

bidang kas daerah.  

 

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

 Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan 

 perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

 akuntansi, analisa, evaluasi dan pelaporan. 

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang akuntansi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang analisa dan evaluasi; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang pelaporan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

 



Bidang akuntansi dan pelaporan membawahkan : 

a. Seksi Akuntansi  

Seksi akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi, meliputi 

: perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang 

akuntansi. 

b. Seksi Analisa dan Evaluasi  

Seksi analisa dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusa kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisa 

dan evaluasi, meliputi : perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan 

teknis di bidang analisa dan evaluasi. 

c. Seksi Pelaporan. 

Seksi pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusa 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelaporan, meliputi 

: perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang 

pelaporan. 

 

8. Bidang Aset 

Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi, pemeliharaan, 

analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset. 

Bidang aset mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang inventarisasi dan pemeliharaan aset; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 Bidang aset membawahkan : 

a. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset 

Seksi inventarisasi dan pemeliharaan aset mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

di bidang inventarisasi dan pemeliharaan aset, meliputi : perumusan, 

penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, 

pemeliharaan dan penghapusan aset. 

 



b. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan Aset. 

Seksi analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset, meliputi 

: perumusan, penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang 

analisa kebutuhan dan pendayagunaan aset. 

 

9. UPTD PBB 

 

 

B. Sumberdaya SKPD 

1. Kondisi Kepegawaian  

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal sampai dengan Desember 2013, tercatat sebanyak ......... 

orang. Keadaan pegawai berdasarkan pedidikan, posisi jabatan dan golongan 

adalah sebagai berikut. 

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal  

Tahun 2013 

No Bidang 
Pendidikan 

Total 
SD SLTP SLTA D III S-1 S-2 S-3 

1 Sekretariat         

2 PPOP         

3 PPP         

4 Anggaran         

5 
Perbendahara

an 
        

6 Akuntansi         

7 PBB         



No Bidang 
Pendidikan 

Total 
SD SLTP SLTA D III S-1 S-2 S-3 

Jumlah         

Persentase (%)         

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013 

 

Berdasarkan tabel  2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan 

yang paling rendah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal adalah SD, dan yang paling tinggi adalah Pasca Sarjana 

(S2). 

 

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin  

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 

Tabel 2.2 

Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 

No Bidang 
Jenis  Kelamin 

Total 
Laki-laki  Perempuan  

1 Sekretariat    

2 PPOP    

3 PPP    

4 Anggaran    

5 Perbendaharaan    

6 Akuntansi    

7 PBB    

Total     

Persentase (%)    

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa perbandingan jenis 

kelamin antara pegawai laki-laki lebih banyak daripada  perempuan. 

 

 



c. Pegawai berdasarkan golongan 

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan golongan dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 

Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal Berdasarkan Golongan Tahun 2013 

NO BIDANG 
GOLONGAN 

Total 

I II III IV 

1 Sekretariat      

2 PPOP      

3 PPP      

4 Anggaran      

5 Perbendaharaan      

6 Akuntansi      

7 PBB      

Jumlah      

(Persentase)      

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013 

d. Pegawai berdasarkan yang menduduki Eselon 

Gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Tegal berdasarkan eselon dapat dilihat pada Tabel 

2.4 

Tabel 2.4 

Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal Berdasarkan yang menduduki Eselon  

Tahun 2013 

Kepala (Eselon II/a)    orang 

Sekretaris (Eselon III/a)    orang 

Kepala Bidang (Eselon III/a)    orang 

Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)                      orang 



Kepala Seksi (Eselon IV/a)     orang 

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013 

2. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap 

operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, 

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sejauh ini 

dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Sumber daya modal 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 

digunakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal yang terdiri 

atas sebagaimana Tabel 2.5 

 

Tabel 2.5 

Sarana dan Prasarana  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  

dan Aset Daerah Kota Tegal   

Tahun 2013 

No Sarpras Jumlah Satuan 

1 Bangunan Kantor  Unit 

2 Kendaraan roda empat  Unit 

3 Kendaraan roda dua  Unit 

4 Komputer server  Unit 

5 Komputer (PC)  Unit 

6 Komputer jaringan work station  Unit 

7 Meja kerja  Unit 

8 Printer Laserjet  Unit 

9 Printer Ink jet  Unit 

10 Printer dot matrik  Unit 

11 Kursi kerja  Unit 

12 Meja Rapat  Unit 

13 Kursi Rapat  Unit 

14 Meja Tamu  Jaringan 



No Sarpras Jumlah Satuan 

15 Kursi Tamu  Unit 

16 Lemari Arsip (Besi)  Unit 

17 Lemari Arsip (Kayu)  Unit 

18 Brankas  Unit 

19 Filling Cabinet  Unit 

20 Mesin Tik  Unit 

21 Mesin Risograph  Unit 

22 Mesin fotocopy   Unit 

23 Air Conditioner (AC)  Unit 

24 Meja Komputer  Unit 

25 Laptop  Unit 

26 LCD  Unit 

27 Mesin Fax  Unit 

28 Alat Validasi  Unit 

29 Aiphone  Unit 

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2013 

 

C. Kinerja Pelayanan SKPD  

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, dilakukan perbandingan 

antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta 

dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Indikator yang 

digunakan mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 

Tahun 2010 yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang dimaksud dengan 

kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD 

periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan 

pelayanan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD 

sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini: 

a) Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM; 

b) Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu 

urusan pemerintahan. SKPD menggunakan indikator dalam Lampiran I 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang sesuai dengan tugas dan fungsi 



SKPD berkenaan; 

c) Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil 

analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; 

dan  

d) Indikator Millennium Development Goals (MDGs) ataupun indikator lain yang 

telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD 

berkenaan. 

Jika SKPD belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD-nya belum 

mencantumkan indikator maupun target kinerjanya, maka analisis tingkat capaian 

pelayanan mengacu pada IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas 

dan fungsi SKPD. 

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal telah ditetapkan melalui penilaian terhadap 15 program. 

Masing-masing program memiliki indikator yang akan menjadi penilaian terhadap 

kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 

Tahun 2014-2019. Capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Untuk melihat capaian pada indikator program upaya kesehatan masyarakat dapat diukur dengan 

3 indikator yang meliputi cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, 

cakupan pelayanan  kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan pelayanan sistem informasi 

kesehatan di puskesmas. Capaian masing-masing indikator dapat dilihat melalui uraian sebagai 

berikut. 

 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 

Cakupan layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di Kota Tangerang pada 2 tahun 

terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu 4,33% pada tahun 2011 menjadi 5,06% pada tahun 

2012. Angka rujukan kesehatan di Kota Tangerang sampai pada tahun 2012 masih 

menunjukan kondisi yang sangat rendah karena target yang akan dicapai pada indicator ini 

adalah sebesar 100%. Sementara itu dilihat dari posisi relatifnya, angka rujukan kesehatan 

masyarakat miskin di Provinsi Banten rata-rata terlihat rendah yaitu hanya 2,2%. Kota 

Tangerang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nomor tiga tertinggi setelah Kota 

Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. 



 

 

 Cakupan pelayanan  kesehatan dasar masyarakat miskin 

Target cakupan pelayanan  kesehatan dasar masyarakat miskin berdasarkan renstra tahun 

2009-2013 adalah tahun 2009 sebesar 40,81%, tahun 2010 sebesar 64,21%, tahun 2011 

sebesar 64,21% dan tahun 2012 sebesar 64,21%. Rata-rata rasio tingkat keberhasilan 

indikator cakupan pelayanan  kesehatan dasar masyarakat miskin setiap tahunnya mencapai 

100%, artinya antara target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing tahun sama. 

 

 

 

Pada grafik di atas, cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat miskin di Kota 

Tangerang jika dibancingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Banten dan kabupaten/kota 

lainnya menunjukkan kondisi kondisi yang sangat baik. Hal ini diunjukkan  
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BAB III 
 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi pelayanaan kepada masyarakat adalah sebagai berikut : 

 
 

Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPKAD  

Kota Tegal 
 

   Faktor yang 

mempengaruhi 
 

Aspek Kajian Capaian/Kondisi 

Saat Ini 

Standar yang 

Digunakan 

INTERNAL 

(Kewenangan 

SKPD) 

EKSTERNAL 

(Diluar 

kewenangan 
SKPD) 

Permasalahaan  

Pelayanan 

SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Masih 
kurangnya 

kuantitas dan 
kualitas SDM 

sesuai 

spesifikasi 
teknis 

Masih ada 
beberapa jabatan 

struktural yang 
belum terisi, dan 

masih terbatasnya 

jumlah staf 

- Analisis 
jabatan 

- Perda SOT 
 

- Mengusulkan 
kepada BKD 

untuk mengisi 
jabatan 

struktural yang 

kosong dan 
menambah staf 

pelaksana yang 
profesional 

- Mengirimkan 

aparatur untuk 
mengikuti 

diklat/ bintek 
- Melakukan 

pembinaan 

pegawai 
 

- Pengadaan/ 
mutasi 

pegawai 
merupakan 

kewenangan 

BKD  
- Penawaran 

diklat/bintek 
berasal dari 

instansi 

terkait 
 

 

Pelaksanaan 
pekerjaan 

tidak maksimal 

Adanya 
perubahan 

kebijakan dan 

sistem 
pelaporan 

keuangan  

Pelaporan 
keuangan masih 

menggunakan 

sistem cash toward 
accrual basis 

PP 71/2010 
tentang 

standar 

akuntansi 
pemerintahan; 

Permendagri 
64/2013 

tentang 

penerapan 
sistem 

akuntansi 
pemerintahan 

berbasis 

Selaku SKPD 
penyusun laporan 

konsolidasian 

pemerintah daerah 
melakukan 

sosialisasi, 
pelatihan dan 

pendampingan 

kepada SKPD 

- Belum 
merata 

distribusi 

pegawai 
berlatar 

belakang 
akuntansi; 

- Kesiapan 

BPKP dalam 
melaksanak

an fasilitasi 
pendamping

an 

Penerapan 
pelaporan 

keuangan 

berbasis akrual 
sesuai aturan 

yang berlaku 
belum bisa 

dilaksanakan 

secara 
sempurna 



akrual pada 

pemerintah 
daerah;  

Perwal 8/2014 

tentang 
kebijakan 

akuntansi 
pemerintah 

kota Tegal 
dan Perwal 

9/2014 

tentang 
sistem 

akuntansi 
pemerintah 

kota Tegal 

penyusunan 

pelaporan 
keuangan 

basis akrual 

dari 
perwakilan 

BPKP; 
- Upgrade 

simda oleh 
BPKP untuk 

pelaporan 

keuangan 
berbasis 

akrual 
mengalami 

keterlambat

an 

Masih belum 

optimalnya 
tertib 

administrasi 

pengelolaan 
aset daerah 

 

Masih dilakukan 

secara manual 
sehingga 

pengadministrasian 

aset memerlukan 
waktu yang lama 

 

- PP 27/2014 

tentang 
pengelolaan 

barang milik 

negara dan 
daerah 

- Perda 
17/2008 

tentang 

pedoman 
pengelolaan 

BMD 
 

- menghimpun 

laporan 
pencatatan 

barang dari 

seluruh instansi 
di lingkungan 

pemerintah kota 
Tegal 

- meningkatkan 

kemampuan 
pengurus 

barang dalam 
pengelolaan 

BMD 
 

- Kurang 

disiplinnya 
SKPD dalam 

memberikan 

data aset 
- data yang 

tersedia dari 
SKPD 

sebagian 

kurang valid 

Laporan 

pencatatan 
aset belum 

bisa diyakini 

kewajarannya 

Masih belum 

optimalnya 
pengamanan 

aset daerah 

 

- Masih terdapat 

aset tanah yang 
belum 

bersertifikat 

- Masih terdapat 
tanah yang 

berada dalam 
kekuasaan pihak 

lain 

- Masih terdapat 
aset yang 

tercatat tetapi 
secara fisik tidak 

diketahui 
keberadaannya 

 

 

- PP 27/2014 

tentang 
pengelolaan 

barang milik 

negara dan 
daerah 

- Perda 
17/2008 

tentang 

pedoman 
pengelolaan 

BMD 
 

- Melakukan 

pengamanan 
aset baik secara 

fisik maupun 

dokumentasi 
- Melaksanakan 

pengadministras
ian 

pemanfaatan 

aset pemerintah 
kota Tegal oleh 

pihak lain 
 

- Proses 

pensertifikat
an tanah 

merupakan 

kewenangan 
bagian Tata 

Pemerintah 
Setda Kota 

Tegal 

- Kurangnya 
pengetahuan 

masyarakat 
tentang 

legalitas 
pemanfaatan 

aset daerah 

Besarnya 

peluang aset 
daerah yang 

hilang 

Masih belum 

optimalnya 

upaya-upaya 
intensifikasi 

dan 
ekstensifikasi 

pemungutan 
pajak 

Masih terdapat 

beberapa jenis 

pajak daerah dan 
retribusi daerah 

yang belum 
memenuhi target 

penerimaan 
pendapatan 

- UU 28/2009 

tentang 

Pajak 
Daerah dan 

Retribusi 
- Perda 

5/2011 
tentang 

- Melaksanakan 

intensifikasi dan 

ekstensifikasi 
pemungutan 

dalam bentuk 
penagihan, 

penggalian 
objek pajak 

- Pelaksanaan 

penertiban 

terhadap 
obyek pajak 

merupakan 
kewenangan 

Satpol PP 
- Evaluasi 

Penerimaan 

pajak daerah/ 

retribusi 
daerah kurang 

optimal/ belum 
menggambark

an kondisi 
sebenarnya 



daerah/retribusi 

daerah/ 
pendapatan 

lain-lain  dalam 

rangka 
mendukung 

peningkatan 
PAD 

Pajak 

Daerah 
- Perda 

2/2012 

tentang 
Retribusi 

Jasa Usaha 

baru, 

pemeriksaan 
pajak daerah 

dan retribusi 

daerah 

terhadap 

perpanjanga
n ijin usaha 

merupakan 

kewenangan 
BPPT 

- Kesadaran 
masyarakat 

selaku wajib 
pajak/ wajib 

retribusi 

masih 
kurang 

 

Masih belum 
optimalnya 

penggunaan 
teknologi 

informasi yang 
ada 

Terdapat sistem 
informasi 

manajemen 
pemanfaatannya 

belum optimal 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Memanfaatkan 
sistem informasi 

manajemen secara 
optimal 

 
 

 

 

Penawaran 
diklat/bintek 

berasal dari 
instansi 

terkait 
  

 

 
 

 

Pelaksanaan 
pekerjaan 

menjadi 
kurang efektif 

dan efisien 
 

 

 
 

Masih relatif 

rendahnya 
kualitas dan 

kuantitas 
sarana dan 

prasarana 

untuk 
mendukung 

optimalisasi 
kinerja dinas 

dan kinerja 

aparatur 

- Kuantitas dan 

kualitas 
kendaraan untuk 

pemungut 
pajak/retribusi 

kurang memadai 

- Masih terdapat 
hardware dan 

software yang 
belum terpenuhi 

Antara lain SIM 

BPHTB, 
SIMPATDA. 

 

 Mengusulkan 

penambahan 
sarpras  

Usulan 

penambahan 
sarpras melalui 

Bappeda 

Pelayanan 

kepada 
masyarakat 

kurang optimal 

Masih kurang 
tertib 

administrasi 
keuangan SKPD 

Masih terdapat 
SKPD yang belum 

mengajukan ijin 
pembukaan 

rekening kepada 
Walikota 

 

PP 39/2007 
tentang 

pengelolaan 
uang negara/ 

daerah 

Membuat surat 
edaran  

SKPD harus 
proaktif 

mengajukan 
ijin pembukaan 

rekening 

pemeriksaan 
BPK 

Adanya 
perubahan 

peraturan 

pengelolaan 
keuangan 

daerah 

Masih terdapat 
bendahara SKPD 

yang belum 

memahami aturan 
yang berlaku 

 
 

 
 

 

 

- Perwal 
tentang 

pedoman 

pelaksanaan 
APBD 

- Aturan 
pengelolaan 

keuangan 
daerah 

lainnya 

 

Melakukan 
pembinaan, 

fasilitasi dan 

sosialisasi kepada 
bendahara SKPD 

 
 

 
 

 

 

Perubahan 
peraturan 

penatausahaan 

keuangan 
daerah yang 

dinamis 
 

 
 

 

 

pemeriksaan 
BPK 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Masih terdapat 

operator SIMDA 
yang belum mahir 

Perwal 9/2014 

tentang 
sistem 

akuntansi 

pemerintah 
kota Tegal 

 

Melakukan 

pelatihan kepada 
operator SIMDA 

Adanya mutasi 

pegawai 

Penyusunan 

anggaran tidak 
sesuai 

ketentuan 

yang berlaku 
 

Pelaksanaan 

investasi 

pemerintah 
kota Tegal 

sesuai 
ketentuan yang 

berlaku 

 

Perlu adanya 

analisis investasi 

daerah 

Permendagri 

52/2012 

tentang 
investasi 

pemerintah 
daerah 

Menyusun analisis 

investasi daerah 

Penyusun 

analisis 

investasi 
daerah berasal 

dari kalangan 
profesional dan 

independen 

Pelaksanaan 

investasi 

daerah belum 
sesuai 

ketentuan 
yang berlaku 

Masih belum 

ada analisis 
standar belanja 

(ASB) 

 

Perlu adanya 

analisis standar 
belanja 

Permendagri 

Nomor 13 
Tahun 2013 

tentang 

Pedoman 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah 

Menyusun analisis 

standar belanja 

Penyusun 

analisis 
standar 

belanja berasal 

dari pihak 
ketiga 

 

Penyusunan 

program dan 
kegiatan SKPD 

belum 

mengacu pada 
ASB 

 

 
 

Selanjutnya isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi DPPKAD Kota 
Tegal dari faktor-faktor eksternal sebagaimana pada tabel berikut: 
 
 

Tabel 3.2 

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

No 

Isu Strategis 

Dinamika Internasional Dinamika Nasional 
Dinamika Provinsi 

Jawa Tengah 
Lain-lain 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

 Masih belum 
optimalnya kualitas 

SDM baik dilihat dari 
pendidikan formal, 

kapabilitas, 

ketrampilan teknis 
maupun profesional 

 

2 
 

 Masih belum 
memadainya 

perangkat teknologi 

informasi yang ada 
baik dilihat dari segi 

perangkat keras 
(hadware) maupun 

perangkat lunak 

(software) 

 

3 
 

 Masih belum 

optimalnya 
mekanisme dan tata 

kerja dengan sistem 

 



dan dan prosedur 

yang efisien dan 
efektif 

4 
 

 Masih belum 

optimalnya budaya 
kerja aparatur dalam 

melaksanakan 
pelayanan publik 

kepada masyarakat 

sesuai ketentuan 
perundang-undangan 

yang berlaku dan 
sesuai dengan 

perkembangan 

ekspektasi atau 
harapan masyarakat 

 

5 
 

 Masih relatif 
rendahnya kualitas 

dan kuantitas sarana 

dan prasarana untuk 
dapat mendukung 

optimalisasi kinerja 
aparatur maupun 

kinerja dinas 

 

6 
 

 Masih belum 
optimalnyaupaya-

upaya intensifikasi 
pemungutan pajak 

daerah dalam rangka 

mendukung 
peningkatan PAD  

 

7 
 

 Masih belum 

optimalnyaupaya-
upaya intensifikasi 

dan ekstensifikasi 
pemungutan retribusi 

daerah dan 

pendapatan lain-lain   
dalam rangka 

mendukung 
peningkatan PAD 

 

8 
 

 Masih belum 

optimalnya tertib 
administrasi 

pengelolaan aset 
daerah 

 

9 
 

 Masih belum 

optimalnya 
pemanfaatan dan 

pemberdayaan aset 
daerah 

 

 

 

 



B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih  

 

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang 

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah tersebut.  

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi 

perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang 

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, 

tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat 

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih.   

Sesuai dengan visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tegal terpilih, 

visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2014-2019 adalah 

sebagai berikut: 

“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat  

Berbasis Pelayanan Prima” 

 

Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Tegal  dalam rangka mewujudkan visi yang telah 

ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut : 

 

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis 

keunggulan potensi lokal. 

Misi ini diarahkan untuk  tumbuh dan berkembangnya sektor usaha yang 

mendukung perekonomian daerah baik skala mikro, kecil, dan  menengah 

maupun besar, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal yang 

ada di kota Tegal baik sumberdaya alam  maupun sumberdaya yang lain 

termasuk sumberdaya manusia: 

 



2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian 

lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. 

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur 

yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tetap 

memperhatikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. 

 

3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban 

masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi 

masyarakat. 

Misi ini diarahkan untuk   mewujudkan penguatan kelembagaan sosial 

masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan, mewujudkan kebijakan kondusif untuk 

meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. 

 

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti 

luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Misi ini diarahkan untuk : perwujudan kebijakan peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan, produktivitas, budi 

perkerti dan penghayanan terhadap agama serta ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka 

tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean 

Government) serta bebas dari KKN  

Misi ini diarahkan untuk  penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh unit 

pemerintahan daerah dengan kualitas prima yang memuaskan masyarakat 

baik terkait dengan pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, 

permukiman, jaringan drainase dan air bersih dengan memperhatikan dan 

memenuhi ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM),  serta masing-

masing unit memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Santar 

Pelayanan Publik (SPP). 

 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 

memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berkontribusi pencapaian visi dan 

misi Kepala Daerah 2014-2019. Untuk mewujudkan Kota Tegal yang sejahatera 

dan bermartabat  antara lain akan dicapai melalui peningkatan kualitas 

pelayanan publik dalam memenuhi pelayanan dasar dan mewujudkan 



infrastruktur yang memadai, maka diperlukan sejumlah dana yang salah satunya 

dihimpun melalui pajak daerah dan retribusi daerah. 

 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

 

Visi : Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan 
Prima 

   Faktor 

No 

Misi dan  
Program  
KDH dan 

Wakil KDH 
terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Misi 1 : 
Mengoptimalkan 

pelayanan 

kepada 
masyarakat 

dalam kerangka 
tata kelola 

pemerintah yang 
baik dan bersih 

(Good and Clean 

Governance) 
serta bebas dari 

KKN  

 

  

 
Program : 

- Peningkatan 

sarana dan 
prasarana 

aparatur 
 

- Program 

peningkatan 
kapasitas 

sumber daya 
aparatur 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
- Program 

peningkatan 

 

Pelayanan kepada 

masyarakat kurang 
optimal 

 
 

- Pelaksanaan pekerjaan 

tidak maksimal 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
- Penerapan pelaporan 

keuangan berbasis 

 

Usulan 

penambahan 
sarpras melalui 

Bappeda 
 

- Pengadaan/ 

mutasi pegawai 
merupakan 

kewenangan BKD  
- Penawaran 

diklat/bintek 
berasal dari 

instansi terkait 

 
 

 
 

 

 
Selaku SKPD 

penyusun laporan 

 

Mengusulkan 

penambahan sarpras 
 

 
 

Mengusulkan kepada 

BKD untuk mengisi 
jabatan struktural 

yang kosong dan 
menambah staf 

pelaksana yang 
profesional 

- Mengirimkan aparatur 

untuk mengikuti 
diklat/ bintek 

- Melakukan pembinaan 
pegawai 

 

 
- Belum merata 

distribusi pegawai 



pengembang

an sistem 
pelaporan 

capaian 
kinerja dan 

keuangan 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

akrual sesuai aturan 

yang berlaku belum 
bisa dilaksanakan 

secara sempurna 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- Penerapan pelaporan 

keuangan berbasis 
akrual sesuai aturan 

yang berlaku belum 
bisa dilaksanakan 

secara sempurna 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

-Laporan pencatatan 
aset belum bisa 

diyakini kewajarannya 

 
 

 
 

 

 
 

- Besarnya peluang 
aset daerah yang 

hilang 
 

 

 
 

 

konsolidasian 

pemerintah daerah 
melakukan 

sosialisasi, 
pelatihan dan 

pendampingan 

kepada SKPD 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- Belum merata 

distribusi pegawai 
berlatar belakang 

akuntansi; 
-  Kesiapan BPKP 

dalam 
melaksanakan 

fasilitasi 

pendampingan 
penyusunan 

pelaporan 
keuangan basis 

akrual dari 

perwakilan BPKP; 
- Upgrade simda 

oleh BPKP untuk 
pelaporan 

keuangan 

berbasis akrual 
mengalami 

keterlambatan 
¶  

 - Kurang disiplinnya 
SKPD dalam 

memberikan data 

aset 
- data yang tersedia 

dari SKPD 
sebagian kurang 

valid 

 
 

- Proses 
pensertifikatan 

tanah merupakan 
kewenangan 

bagian Tata 

Pemerintah Setda 
Kota Tegal 

 

berlatar belakang 

akuntansi; 
- Kesiapan BPKP dalam 

melaksanakan 
fasilitasi 

pendampingan 

penyusunan 
pelaporan keuangan 

basis akrual dari 
perwakilan BPKP; 

- Upgrade simda oleh 
BPKP untuk 

pelaporan keuangan 

berbasis akrual 
mengalami 

keterlambatan 
 

Selaku SKPD penyusun 

laporan konsolidasian 
pemerintah daerah 

melakukan sosialisasi, 
pelatihan dan 

pendampingan kepada 
SKPD 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- menghimpun laporan 
pencatatan barang dari 

seluruh instansi di 

lingkungan pemerintah 
kota Tegal 

- meningkatkan 
kemampuan pengurus 

barang dalam 

pengelolaan BMD 
 

 
- Melakukan 

pengamanan aset baik 
secara fisik maupun 

dokumentasi 

- Melaksanakan 
pengadministrasian 

pemanfaatan aset 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
- Program 

peningkatan 
dan 

pengembangan 

pengelolaan 
keuangan 

daerah 
 

 

 
 

 
 

 

 
- Penerimaan pajak 

daerah/ retribusi 
daerah kurang 

optimal/ belum 
menggambarkan 

kondisi 

sebenarnya 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
-Pelaksanaan pekerjaan 

menjadi kurang efektif 
dan efisien 

 

 
 

-Pemeriksaan BPK 
 

 

 
 

 
 

-Masih terdapat 
operator SIMDA yang 

belum mahir 

 
 

 
 

-Pelaksanaan investasi 

daerah belum sesuai 
ketentuan yang 

berlaku 
 

 
-Penyusunan program 

dan kegiatan SKPD 

belum mengacu pada 
ASB 

 

- Kurangnya 

pengetahuan 
masyarakat 

tentang legalitas 
pemanfaatan aset 

daerah 

 
- Pelaksanaan 

penertiban 
terhadap obyek 

pajak merupakan 
kewenangan 

Satpol PP 

- Evaluasi terhadap 
perpanjangan ijin 

usaha merupakan 
kewenangan 

BPPT 

- Kesadaran 
masyarakat 

selaku wajib 
pajak/ wajib 

retribusi masih 
kurang 

 

 
Penawaran 

diklat/bintek 
berasal dari 

instansi terkait 

 
 

SKPD harus 
proaktif 

mengajukan ijin 

pembukaan 
rekening 

 
 

Perubahan 
peraturan 

penatausahaan 

keuangan daerah 
yang dinamis 

 
 

Adanya mutasi 

pegawai 
 

 
 

 
Penyusun analisis 

investasi daerah 

berasal dari 
kalangan 

profesional dan 

pemerintah kota Tegal 

oleh pihak lain 
 

 
 

 

 
Melaksanakan 

intensifikasi dan 
ekstensifikasi 

pemungutan dalam 
bentuk penagihan, 

penggalian objek pajak 

baru, pemeriksaan pajak 
daerah dan retribusi 

daerah 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Memanfaatkan sistem 

informasi manajemen 
secara optimal 

 

 
 

Membuat surat edaran 
 

 

 
 

 
 

Melakukan pembinaan, 
fasilitasi dan sosialisasi 

kepada bendahara SKPD 

 
 

 
 

Melakukan pelatihan 

kepada operator SIMDA 
 

 
 

 
Menyusun analisis 

investasi daerah 

 
 

 



 

 

independen 

 
Penyusun analisis 

investasi daerah 
berasal dari 

kalangan 

profesional dan 
independen 

 

 
Menyusun analisis 

standar belanja 

2 
Misi 2 : 
Mewujudkan SDM 

yang berkualitas, 

berbudi pekerti 
luhur dan 

bertaqwa kepada 
Tuhan YME 

 
  

3 
Misi 3 : 

Mewujudkan 
perekonomian 

daerah yang 
berdaya saing 

berbasis 

keunggulan 
potensi lokal 

 
  

 
Program……

…… 

 
  

4 
Misi 4 : 

Mewujudkan 
infrastruktur yang 

memadai dan 

kelestarian 
lingkungan untuk 

pembangunan 
berkelanjutan 

 
  

 
Program……

…… 

 
  

5 
Misi 5 : 
Mewujudkan 

kesatuan sosial 
serta 

ketentraman dan 
ketertiban 

masyarakat yang 

mendorong 
pemberdayaan 

dan partisipasi 
masyarakat 

 
  

 
Program……

…… 

 
  

 

Faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat 

mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah 

diidentifikasi, Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:  

 



Tabel.T-IV.C.1  
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD 
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra SKPD Provinsi 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
produktifitas kerja 
aparatur 

Pelaksanaan pekerjaan 
tidak maksimal 

 

- Pengadaan/ 
mutasi 

pegawai 

merupakan 
kewenanga

n BKD  
- Penawaran 

diklat/bintek 

berasal dari 
instansi 

terkait 

 

- Mengusul
kan 

kepada 

BKD 
untuk 

mengisi 
jabatan 

struktural 

yang 
kosong 

dan 
menamba

h staf 
pelaksana 

yang 

profesion
al 

- Mengirim
kan 

aparatur 

untuk 
mengikuti 

diklat/ 
bintek 

- Melakuka

n 
pembinaa

n 
pegawai 

 

2 

Terwujudnya 
efesiensi dan 
efektifitas 
pelaksanaan 
pekerjaan 

   

3 
Tersajinya informasi 
yang cepat, lengkap 
dan akurat 

 

Pelaksanaan pekerjaan 

menjadi kurang efektif dan 
efisien 

 
 

 

Penawaran 

diklat/bintek 

berasal dari 
instansi 

terkait 
  

 

 
 

 

Pelaksanaan 

pekerjaan 

menjadi 
kurang 

efektif dan 
efisien 

 

 
 

 

4 Meningkatnya    



No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra SKPD Provinsi 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

kepuasan publik 

5 
Meningkatnya 
keteatan, kecepatan 
dan efesiensi kerja 

Pelaksanaan pekerjaan tidak 
maksimal 

- Pengadaan/ 
mutasi 

pegawai 

merupakan 
kewenanga

n BKD  
- Penawaran 

diklat/bintek 

berasal dari 
instansi 

terkait 

 

- Mengusul
kan 

kepada 
BKD 

untuk 

mengisi 
jabatan 

struktural 
yang 

kosong 
dan 

menamba

h staf 
pelaksana 

yang 
profesion

al 

- Mengirim
kan 

aparatur 
untuk 

mengikuti 

diklat/ 
bintek 

- Melakuka
n 

pembinaa
n 

pegawai 

 

6 

Terwujudnya suasana 
kerja yang kondusif, 
meningkatnya 
produktifitas kerja 
dan meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik 

   

7 

Meningkatnya 
kapasitas dan kualitas 
sarana utama dan 
pendukung pelayanan 
sehingga terwujud 
peningkatan 
kepuasan pelayanan 
publik 

   

8 
Meningkatnya 
pendapatan asli 

Penerimaan pajak daerah/ 

retribusi daerah kurang 

optimal/ belum 

- Pelaksanaan 

penertiban 

terhadap 

- Melaksana

kan 

intensifika



No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra SKPD Provinsi 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

daerah dari unsur 
pajak daerah 

menggambarkan kondisi 
sebenarnya 

obyek pajak 
merupakan 

kewenanga

n Satpol PP 
- Evaluasi 

terhadap 
perpanjang

an ijin 
usaha 

merupakan 

kewenanga
n BPPT 

- Kesadaran 
masyarakat 

selaku wajib 

pajak/ wajib 
retribusi 

masih 
kurang 

 

si dan 
ekstensifik

asi 

pemungut
an dalam 

bentuk 
penagihan

, 
penggalia

n objek 

pajak 
baru, 

pemeriksa
an pajak 

daerah 

dan 
retribusi 

daerah 

9 

Meningkatnya 
pendapatan asli 
daerah dari unsur 
retribusi dan 
pendapatan lain-lain 

Penerimaan pajak daerah/ 

retribusi daerah kurang 
optimal/ belum 

menggambarkan kondisi 
sebenarnya 

- Pelaksanaan 
penertiban 

terhadap 
obyek pajak 

merupakan 

kewenanga
n Satpol PP 

- Evaluasi 
terhadap 

perpanjang
an ijin 

usaha 

merupakan 
kewenanga

n BPPT 
- Kesadaran 

masyarakat 

selaku wajib 
pajak/ wajib 

retribusi 
masih 

kurang 

 

Melaksanak

an 
intensifikasi 

dan 

ekstensifika
si 

pemunguta
n dalam 

bentuk 
penagihan, 

penggalian 

objek pajak 
baru, 

pemeriksaa
n pajak 

daerah dan 

retribusi 
daerah 

0 
Meningkatnya 
pemanfaatan aset 
daerah 

   

1 

Meningkatnya 
kejelasan atas 
administrasi dan 
status aset daerah 

 
 Laporan pencatatan aset 

belum bisa diyakini 
kewajarannya 

- Kurang 
disiplinnya 

SKPD dalam 
memberikan 

-
menghimp

un laporan 
pencatata



No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra SKPD Provinsi 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

data aset 
- data yang 

tersedia dari 

SKPD 
sebagian 

kurang valid 

n barang 
dari 

seluruh 

instansi di 
lingkungan 

pemerinta
h kota 

Tegal 
 

 meningkat

kan 
kemampu

an 
pengurus 

barang 

dalam 
pengelolaa

n BM 

2 

Meningkatnya 
pendapatan daerah 
dari sektor 
pemanfaatan aset 

   

 
 

C. Telahaan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah  

Dalam telaahan ini diuraikan faktor-faktor apa saja yang menghambat 

maupun mendorong pelayanan SKPD sehingga terjadi gap kinerja SKPD 

diperbandingkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian 

ataupun Renstra SKPD Provinsi, yaitu Renstra Kementerian Keuangan RI dan 

Renstra DPPAD Provinsi Jawa Tengah.  

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan tupoksi 

DPPKAD Kota Tegal adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan 

visi yang telah ditetapkan yaitu: 

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan Negara yang dipercaya dan 

akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan 

berkeadilan. 

 

Pada tingkat Provinsi, keterkaitan antara DPPAD Provinsi dan DPPKAD Kota 

Tegal juga sangat erat. Sesuai dengan visi jangka menengah DPPAD Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah : 

“Menjadi Dinas yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan 

prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah 

yang berdaya guna”. 



Adapun misi DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah: 

1. Meningkatkan kualitas SDM. 

2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi. 

3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur. 

4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik. 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. 

6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah. 

7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan 

pendapatan lain-lain. 

8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah. 

9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah. 

Sasaran yang hendak dicapai oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2013-2018 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur. 

2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan. 

3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat. 

4. Meningkatnya kepuasan publik. 

5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisinesi kerja. 

6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja 

dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung. 

8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. 

9. Meningkatnya pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-

lain. 

10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah. 

11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah. 

12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset. 

Dari gambaran visi, misi dan sasaran jangka menengah DPPAD Provinsi 

Jawa Tengah terlihat bahwa ada kesesuaian tupoksi DPPKAD Kota Tegal 

terutama yang terkait dengan pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Oleh 

karena itu, beberapa hal diantaranya bisa diadopsi untuk diimmplemetasikan 

dalam Renstra DPPKAD Kota Tegal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel.T-IV.C.1  
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra 

Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 
Penanganannya 

 

No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra K/L 
Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 

  

     

 

D. Telaah RTRW dan KLHS 

 

Telaah RTRW dan KLHS yang dimaksudkan adalah identifikasi penghambat 

dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Mengingat tupoksi DPPKAD Kota 

Tegal memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan 

retribusi, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka tidak banyak 

berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW dan KLHS. 

 

E. Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau 

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. 

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, 



dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah kota Tegal 

dalam menentukan isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan dengan 

cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, 

adapun kriteria yang akan digunakan untuk menetapkan isu strategis sebagai 

berikut  : 

 
Tabel.T-IV.C.2  

 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis 

No Kriteria Bobot 

1 
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian 
sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota 

 

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD  

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik  

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah  

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani  

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan  

 Total  

 
 

Penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan 
skala tersebut di atas : 

 

 Tabel  

Nilai Skala Kriteria 
 

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Ke Total 

  1 2 3 4 5 6 Skor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Masih belum optimalnya tertib 

administrasi pengelolaan aset daerah 

  

25 10 20 25 10 25 120 

2 Masih belum intensif dan ekstensif 

pemungutan pajak/retribusi/pendapatan 

lain-lain daerah 

25 10 30 25 10 30 130 

3 Masih belum optimalnya pengamanan 

aset daerah 
 

20 10 20 25 10 25 110 

4 Masih kurang tertib administrasi keuangan 

SKPD 

20 10 20 20 10 25 105 

5 Adanya perubahan peraturan pengelolaan 
keuangan daerah 

15 10 20 20 10 20 95 

 
 

 

 
 



Tabel 
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis 

No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata skor 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan 
aset daerah 

  

120 
20 

2 Masih belum intensif dan ekstensif pemungutan 

pajak/retribusi/pendapatan lain-lain daerah 

130 21,67 

3 Masih belum optimalnya pengamanan aset daerah 
 

110 18,33 

4 Masih kurang tertib administrasi keuangan SKPD 105 17,5 

5 Adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan 

daerah 

95 15,83 

 



BAB IV 

 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

A. Visi dan Misi DPPKAD 

 

Visi jangka menengah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Tegal pada tahun 2014-2019 : 

 

“Terwujudnya Dinas yang profesional berbasis pelayanan prima dalam 

pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset daerah” 

 

Adapun misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 

pada tahun 2014-2019 adalah : 

a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;  

b. Mengoptimalkan  pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;  

c. Mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan 

aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 

d. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah secara tertib, 

efektif, efisien dan akuntabel; 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

 

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD 

1. Tujuan  

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar 

penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. 



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.  

Tujuan yang ingin dicapai DPPKAD Kota Tegal Tahun 2014-2019 

adalah sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi 

dan ekstensifkasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan 

tupoksi dinas. 

2.  Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

3.  Meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran program 

dan kegiatan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. 

4.  Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan 

aset daerah. 

5.  Meningkatkan kualitas administrasi penatausahaan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah. 

2. Sasaran  

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas 

dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil 

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. 

Sasaran yang ingin dicapai DPPKAD Kota Tegal Tahun 2014-2019 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifkasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan 

tupoksi dinas. 

 Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah: 



a. Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digali 

secara intensif (ekstensifikasi pendapatan) 

b. Melaksanakan intensifikasi pendapatan melalui pendataan dan 

peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah  

c. Meningkatkan fasilitas-fasilitas/ prasarana dan sarana pendukung 

penerimaan pendapatan yang memadai 

2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah: 

a. Meningkatkan kapabilitas SDM aparatur dalam penyusunan 

pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset 

daerah. 

b. Menyediakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah; 

c. Meningkatkan pelaporan pengelolaan pendapatan, keuangan dan 

aset daerah secara tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel  

3. Meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran program 

dan kegiatan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah: 

a. Menyediakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah; 

b. Meningkatkan penyusunan APBD secara efektif dan efisien, tepat 

waktu, transparan dan akuntabel  

c. Mewujudkan perencanaan penganggaran bidang pendapatan, 

keuangan dan aset daerah dengan pendekatan anggaran berbasis 

kinerja. 

4. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan 

aset daerah. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah: 

a. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah. 



b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 

5. Meningkatkan kualitas administrasi penatausahaan pendapatan, 

keuangan dan aset daerah. 

a. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan pengendalian 

pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. 

b. Penataan Peraturan Daerah/ Kebijakan Daerah di bidang 

pendapatan, keuangan dan aset  yang lebih baik. 

6. Mewujudkan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien 

a. Mengembangkan standar prosedur dan mekanisme kerja 

 

Tabel.T-IV.C.1  

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  

 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Meningkatkan 
penerimaan 
pendapatan daerah 
melalui intensifikasi 
dan ekstensifkasi 
sumber-sumber 
pendapatan daerah 
sesuai dengan tupoksi 
dinas. 
 

- Memperluas 
sumber-sumber 
pendapatan 
daerah baru 
(ekstensifikasi 
pendapatan) 

- Melaksanakan 
intensifikasi 
pendapatan 
melalui 
pendataan dan 
peremajaan 
obyek dan wajib 
pajak dan 
retribusi daerah  

- Meningkatkan 
fasilitas-fasilitas/ 
prasarana dan 
sarana 
pendukung 
penerimaan 
pendapatan 
yang memadai 

 

1000 

WP/WR 

200 

WP/W

R 

200 

WP/WR 

200 

WP/W

R 

200 

WP/WR 

200 

WP/W

R 

2 

Meningkatkan 
akuntabilitas 
pelaksanaan dan 

- Meningkatkan 
kapabilitas SDM 
aparatur dalam 

      



NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

pertanggungjawaban 
pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan asset 
daerah berdasarkan 
ketentuan peraturan 
yang berlaku. 

 

penyusunan 
pertanggungjawa
ban pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan 
asset daerah. 

- Menyediakan 
pembinaan dan 
fasilitasi 
pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan 
aset daerah; 

- Meningkatkan 
pelaporan 
pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan 
aset daerah 
secara tertib, 
tepat waktu, 
transparan dan 
akuntabel  

 

3 

 Meningkatkan 
penyusunan 
perencanaan dan 
penganggaran 
program dan 
kegiatan yang 
transparan, 
akuntabel, efektif 
dan efisien. 

 

- Menyediakan 
pembinaan dan 
fasilitasi 
pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan 
aset daerah; 

- Meningkatkan 
penyusunan 
APBD secara 
efektif dan 
efisien, tepat 
waktu, 
transparan dan 
akuntabel  

- Mewujudkan 
perencanaan 
penganggaran 
bidang 
pendapatan, 
keuangan dan 

      



NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

aset daerah 
dengan 
pendekatan 
anggaran 
berbasis kinerja. 

 

4 

Meningkatkan 
kualitas sistem 
pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan aset 
daerah. 

 

- Mengembangkan 
sistem informasi 
pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan 
aset daerah. 

- Menyediakan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung yang 
memadai. 

 

      

5 

Meningkatkan 
kualitas administrasi 
penatausahaan 
pendapatan, 
keuangan dan aset 
daerah. 

 

- Meningkatkan 
sistem 
pengendalian 
intern dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
pengelolaan 
pendapatan, 
keuangan dan 
aset daerah. 

- Penataan 
Peraturan 
Daerah/ 
Kebijakan Daerah 
di bidang 
pendapatan, 
keuangan dan 
aset  yang lebih 
baik. 

 

      

6 

Mewujudkan tata 
laksana organisasi 
yang efektif dan 
efisien 

 

Mengembangkan 
standar prosedur 
dan mekanisme 
kerja 

 

      

 

 



C. Strategi dan Kebijakan 

  Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan 

kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program 

prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka 

menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program 

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan 

dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD 

bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.  

  Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan 

efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga 

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan 

perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan 

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan 

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, 

termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, 

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.  

  

 



BAB V 

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana 

tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana 

kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing 

program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.  

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja 

program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam 

jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan-kegiatan dalam satu program.  

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. 

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas 

kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.  

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat 

ditampilkan pada Tabel.T-IV.C.1  berikut ini.  

Tabel.T-IV.C.1 merupakan tabel yang harus ditampilkan dalam dokumen Renstra SKPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel.T-IV.C.1  

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

SKPD...........................*) 

Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**) 
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*) diisikan dengan nama SKPD 

**) diisikan dengan nama provinsi/kabupaten/kota 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA  

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator 

kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. 

Tabel.T-IV.C.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 

NO Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun  

Kondisi 

Kinerja pada 

akhir 

periode 

RPJMD Tahun  0 
Tahun 

1 
Tahun  2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun  5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Angka Rata-rata Lama 

Bersekolah  
       

2 Angka Melek Huruf        

3 
Pendidikan Luar Biasa 

(PLB) jenjang SD/MI 
       

4 
Pendidikan Luar Biasa 

(PLB) jenjang SMP/MTS 
       

5 

Pendidikan Luar Biasa 

(PLB) jenjang 

SMA/SMK/MA 

       

6 

Pembinaan Guru 

jenjang 

SD/MI 

       

7 

Pembinaan Guru 

jenjang 

SMP/MTS 

       

8 

Pembinaan Guru 

jenjang 

SMA/SMK/

MA 

       

9 

Fasilitasi dan 

Asistensi 

Pengelolaan 

Penjaminan 

Mutu 

Pendidikan 

       

10 

Pendidikan Anak 

Usia Dini 

(PAUD) 

       

11 

Penduduk yang 

berusia >15 

Tahun melek 

huruf (tidak 

buta aksara)  

       

12 

Angka Partisipasi 

Murni (APM) 

SD/MI/Pake

t A  

       

13 

Angka Partisipasi 

Murni (APM) 

SMP/MTs/P

       



NO Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun  

Kondisi 

Kinerja pada 

akhir 

periode 

RPJMD Tahun  0 
Tahun 

1 
Tahun  2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun  5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

aket B 

14 

Angka Partisipasi 

Murni (APM)) 

SMA/SMK/

MA/Paket C 

       

15 
Angka Putus Sekolah 

(APS) SD/MI 
       

16 

Angka Putus Sekolah 

(APS) 

SMP/MTs 

       

17 

Angka Putus Sekolah 

(APS) 

SMA/SMK/

MA 

       

18 
Angka Kelulusan (AL) 

SD/MI 
       

19 
Angka Kelulusan (AL) 

SMP/MTs 
       

20 

Angka Kelulusan (AL) 

SMA/SMK/

MA 

       

21 

Angka Melanjutkan 

(AM) dari 

SD/MI ke 

SMP/MTs 

       

22 

Angka Melanjutkan 

(AM) dari 

SMP/MTs ke 

SMA/SMK/

MA 

       

23 

Guru yang 

memenuhi 

kualifikasi 

S1/D-IV 

       

 

 



BAB  VII 

PENUTUP 

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Tegal Tahun 2014-2019 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan 

melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Renstra ini dapat 

diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi SKPD. 

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya 

menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan 

pencapaian visi dan misi Walikota Tegal terpilih. Dengan telah disepakai Renstra ini, 

maka untul menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan 

konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan 

pada bidang tugas masing-masing.  

Rencana Strategis Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Tegal memuat rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program 

serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang 

akan datang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan / anggaran yang tersedia. 

 



VISI WALIKOTA TEGAL TAHUN 2014-2019 

 

TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT 

BERBASIS PELAYANAN PRIMA 

 

VISI DPPKAD KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019 

 

1. TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA PADA DPPKAD KOTA TEGAL 

2. TERWUJUDNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN 

3. TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PRIMA PADA PENGELOLAAN 

PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN, 

AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN. 

4. TERWUJUDNYA PROFESIONALITAS DINAS DALAM PELAYANAN DAN 

PENGELOLAAN PENDAPATAN,  PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH  UNTUK MENDUKUNG KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN 

BERMARTABAT 

 

5. TERWUJUDNYA PROFESIONALITAS DINAS DALAM PELAYANAN PRIMA 

DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH  UNTUK MENDUKUNG KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN 

BERMARTABAT 

 

 

6. TERWUJUDNYA DINAS YANG PROFESIONAL DAN PRIMA DALAM 

PELAYANAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH   

 

7. TERWUJUDNYA DINAS YANG PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN 

PENDAPATAN,  PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

BERBASIS PELAYANAN PRIMA 

 

 

MISI DPPKAD KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019 

 

a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;  

b. Mengoptimalkan  pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;  



c. Mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 

d. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah secara tertib, efektif, 

efisien dan akuntabel; 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 

aset daerah. 

 

 


